BAB I1
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi menurut Jensen dan meckling (1976) adalah suatu konsep
hubungan keagenan (agency relationship) yang timbul karena adanya hubungan
kontrak antara prinsipal dan agen. Pihak prinsipal merupakan pihak yang
memberikan amanah kepada pihak agen untuk melakukan semua kegiatan atas
nama prinsipal, dalam hal ini pihak agen memiliki kapasitas sebagai pengambil
keputusan.

Pengaplikasian teori agensi dalam pengelolaan keuangan desa Yaitu
terdapat hubungan keagenan atau hubungan kontrak yang terjadi antara
masyarakat (prinsipal) yang memberikan amanah kepada pemerintah desa (agen)
untuk melaksanakan tugas dalam mengelola keuangan desa. Pemerintah desa
harus mempertanggungjawabkan amanah dalam mengelola keuangan desa dengan
baik dan sebaliknya masyarakat memberikan kompensasi yaitu umpan balik
berupa kepercayaan politik pada pemerintah desa.

Dalam teori agensi dikenal masalah keagenan yaitu adanya perbedaan
kepentingan antara pihak prinsipal dan pihak agen, mereka akan cenderung untuk
mementingkan  kepentingan pribadinya. Perbedaan inilah yang akan
mengakibatkan pihak agen memanipulasi kinerja yang dilaporkan untuk
kepentingan diri sendiri, sehingga tindakan kecurangan dapat terjadi. Masalah

kedua dari teori agensi yaitu dianggap identik dengan munculnya asimetri
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informasi. Hal ini terjadi pada pengelolaan keuangan desa, dimana pemerintah
selaku agen lebih banyak mengetahui informasi (asimetri informasi) mengenai
masalah keuangan desa dari pada masyarakat (prinsipal). Agen yang memiliki
lebih banyak informasi ini tidak akan memberikan seluruh informasi tersebut
kepada prinsipal. Adanya asimetri informasi akan mengaburkan makna informasi
akuntansi sehingga tidak dapat menjelaskan kinerja sesungguhnya dari pemerintah
desa. Hal tersebut tidak menuntut kemungkinan bahwa pemerintah (agen) telah
melakukan tindakan penyelewengan atau korupsi dengan cara menyusun laporan
pertanggungjawaban untuk kepentingannya sendiri.

Tindakan penyelewangan atau korupsi dana desa merupakan suatu
tindakan yang melanggar hukum dan merugikan pihak lain dalam hal ini
merugikan masyarakat. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah selaku agen
harus meningkatkan kinerja dalam pengelolaan mengelola desa sebagai upaya
untuk mencegah adanya kecurangan dengan meningkatkan kompetensi sumber
daya manusia sesuai bidangnya, menanamkan moralitas baik kepada setiap
individu, menerapkan sistem pengendalian internal dalam setiap aktivitas
organisasi serta menerapkan whistleblowing system.

2.1.2. Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun
2014 mengenai pengelolaan keuangan desa menerangkan keuangan desa adalah
semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala
sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan

kewajiban desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun
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2014 pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan merupakan
keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan keuangan desa.

Asas pengelolaan keuangan desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 113 Tahun 2014 pada pasal 2 menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola
berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan
tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas-asas
tersebut dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1
Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dalam pasal 3
menjelaskan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Kepala
Desa sebagai pemegang kekuasaan dan mewakili Pemerintah Desa dalam hal
kepemilikan kekayaan desa. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa,
Kepala Desa dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD).
Unsur-unsur PTKPD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara yang ditetapkan
dengan keputusan Kepala Desa.

2.1.3. Kecurangan (Fraud)

Menurut Saputra dkk (2019) fraud yaitu beragam cara yang digunakan oleh
kecerdikan manusia dan dipergunakan seseorang untuk mendapatkan keuntungan
dari orang lain melalui tindakan yang tidak benar. Menurut Aini dkk (2017)
tindakan kecurangan (fraud) merupakan tindakan ilegal baik disengaja maupun

tidak disengaja yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memperoleh
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keuntungan berupa uang, aset dan lain sebagainya sehingga dapat merugikan
orang lain atau pihak tertentu.

Menurut Atmadja dan Saputra (2017) kecurangan adalah suatu kesalahan
yang disengaja dengan menyembunyikan keadaan yang sebenarnya dari sebuah
fakta material yang memungkinkan hal tersebut adalah suatu kejahatan. Joseph T
Wells (2005:8) dalam Agoes (2018:228) mendefinisikan fraud dalam pengertian
luas meliputi segala macam bentuk kriminal dengan menggunakan tipu muslihat
sebagai dasar untuk modus operasinya.

Menurut Pusdiklatwas BPKP (2002) dalam Agoes (2018:228) fraud
adalah suatu perbuatan melawan atau melanggar hukum yang dilakukan oleh
seseorang dari dalam atau dari luar organisasi, dengan maksud untuk
mendapatkan kepentingan pribadi atau kelompok yang secara langsung atau tidak
langsung dapat merugikan pihak lain. Terdapat dua jenis kecurangan menurut
Ikatan Akuntan Indonesia (2001) dalam Laksmi dan Sujana (2019), yang pertama
adalah salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu
salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam
laporan keuangan yang bertujuan untuk mengelabuhi pemakai laporan keuangan
dan yang kedua adalah salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya
terhadap aktiva (sering kali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan).

Berdasarkan pengertian diatas maka kecurangan (fraud) merupakan suatu
tindakan yang menyimpang atau melawan hukum yang sengaja dilakukan untuk

mendapat keuntungan bagi diri pelaku dan merugikan orang lain.
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2.1.4. Pencegahan Kecurangan (Fraud)

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan bahwa kasus tindakan
korupsi di desa semakin meningkat seiring meningkatnya dana desa yang
dialokasikan. Pemberian alokasi dana desa yang semakin besar memiliki
konsekuensi tindakan kecurangan yang dilakukan oleh Kepala Desa yakni pihak
yang dipercaya masyarakat (cnnindonesia.com). Untuk itu suatu pencegahan
kecurangan (fraud) perlu dilakukan. Menurut Atmadja dan Saputra (2017)
pencegahan fraud merupakan aktivitas yang meliputi penetapan kebijakan, sistem
dan prosedur yang membantu bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan
dewan komisaris, manajemen dan personel lain dalam perusahaan atau organisasi
untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tujuan organisasi
yaitu: efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan, dan
kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Mencegah fraud dapat
diartikan juga sebagai segala upaya atau tindakan untuk menangkal pelaku
potensial, mempersempit ruang gerak, dan mengidentifikasi kegiatan yang
beresiko tinggi terhadap terjadinya fraud (Widiyarta dkk, 2017). Menurut
Rahimah dkk (2018) pencegahan fraud merupakan tindakan-tindakan yang
diambil untuk menghilangkan atau menekan suatu tindak kecurangan itu terjadi.

Menurut Widiyarta  (2018) Pencegahan fraud (kecurangan) dalam
pengelolaan keuangan desa dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk menekan
faktor penyebab fraud dengan mempersempit ruang gerak pelaku kecurangan
yang terjadi dalam mengelola keuangan desa. Beberapa upaya pencegahan fraud

dalam pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan meningkatkan
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kompetensi sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan keuangan desa,
mengedepankan moralitas baik dari aparat pemerintah desa, menerapkan sistem
pengendalian internal yang kuat dalam setiap aktivitas organisasi dan menerapkan
sistem pelaporan tindak kecurangan vyaitu whistleblowing system dalam
pengelolaan keuangan desa.
2.1.5. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Seseorang yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan
yang memadai biasanya mudah mendeteksi adanya kecurangan yang terjadi
karena karena memiliki pengetahuan yang melebihi dari pelaku fraud,seseorang
akan lebih peka terhadap kecurangan sekitarnya, di dalam pengelolaan keuangan
desa, pemerintah desa harus memiliki kompetensi sumber daya manusia yang
berkualitas yang didukung dengan latar belakang pendidikan, pengalaman,
mengikuti pelatihan, mengerti tentang akuntansi dan keuangan desa, memahami
peraturan dan prosedur mengenai pengelolaan keuangan desa serta memahami
tujuan dari adanya keuangan desa. Hal tersebut diperlukan agar tidak terjadi
kekeliruan dalam pengelolaan keuangan desa yang menyebabkan ketidaksesuaian
laporan yang dibuat berdasarkan standar yang telah ditetapkan (Laksmi dan
Sujana, 2019). Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya yaitu
kemampuan individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk
melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya guna mencapai tujuannya secara
efektif dan efesien (Sugiarti dan Ivan, 2017). Kapasitas dapat dilihat dari

kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan output dan outcome.
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Menurut Atmadja dan Saputra (2017) kompetensi aparatur desa merupakan
kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang harus
dimiliki untuk melaksanakan tugas. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perumusan Standar
Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil menjelaskan kompetensi teknis adalah
kemampuan kerja setiap pegawai negeri sipil yang mencakup aspek pengetahuan,
keterampilan dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-
tugas jabatannya.

Menurut Spencer & Spencer (1993) dalam Saputra dkk (2019) kompetensi
dapat diartikan sebagai karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan
dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya. Kompetensi sumber daya
manusia yaitu kemampuan yang dimiliki individu sebagai dasar peningkatan
kinerja organisasi yang tercermin dari hasil kinerja yang dilakukan melalui
kemampuan yang dimiliki yaitu meliputi pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan
sikap (Saputra dkk, 2019). Dalam pengelolaan keuangan desa kompetensi
sumber daya aparatur didefinisikan sebagai suatu kemampuan yang berhubungan
dengan kegiatan mental, kegiatan berpikir, dan sumber perubahan yang
dilaksanakan dalam pemecahan masalah, perubahan sosial, dan penggerak untuk
berbuat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kerja dalam pemerintahan desa
(Widiyarta, 2018).

Sumber daya manusia yang kompeten dapat diperoleh dari berbagai cara
diantaranya melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan, pengalaman

kerja dan sebagainya. Menurut Basiruddin (2014) dalam hal berkaitan dengan
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kemampuan atau kompetensi aparatur dalam mengelola keuangan desanya,
tingkat pendidikan rendah yang dimiliki aparatur akan menjadi hambatan dalam
mengelola keuangan desa sehingga berpotensi terjadinya fraud. Semakin tinggi
pendidikan dari aparatur desa akan mengindikasikan bahwa aparatur desa tersebut
berkompeten untuk mengelola keuuangan desanya.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian
kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan individu dalam suatu
organisasi  untuk  melaksanakan pekerjaannya dengan  mengggunakan
pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku.

2.1.6. Moralitas

Moralitas atau moral merupakan istilah manusia yang mengacu pada
langkah-langkah manusia yang memiliki nilai positif. Manusia yang tidak
memiliki apa yang disebut moral berarti tidak memiliki nilai positif di mata
manusia lainnya. Moralitas atau moral merupakan ajaran tentang baik buruknya
perbuatan atau sikap yang dimiliki oleh seorang individu sedangkan bermoral
merupakan pertimbangan akan baik dan buruknya akhlak seseorang (Junia, 2016).
Menurut Udayani dan Sari (2017) moralitas merupakan sifat moral atau
keseluruhan asas dan nilai yang dimiliki oleh seorang individu berkenaan dengan
baik dan buruk.

Menurut Rahimah dkk (2018) mengartikan bahwa moralitas individu
merupakan sikap dan perilaku baik, dimana individu tersebut tidak meminta
balasan atau tanpa pamrih. Individu yang memiliki tingkat moral tinggi akan

mencegah terjadinya kecurangan karena individu yang mempunyai moral tinggi
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akan menaati aturan sesuai dengan prinsip etika universal, begitupun sebaliknya,
individu yang moralnya rendah cenderung membuat keputusan berdasarkan
keinginannya sendiri dan tidak menaati aturan dan kewajiban yang seharusnya
dipenuhi (Rahimah dkk, (2018).

Pengertian moralitas menurut Dewi dkk (2017) merupakan suatu nilai
positif yang dimiliki seorang individu, individu dikatakan bermoral jika dapat
membedakan hal yang baik dan buruk. Menurut Atmadja dan Saputra (2017)
moralitas mengacu pada nilai-nilai pribadi, budaya, kode etik atau adat istiadat
sosial yang membedakan antara benar dan salah.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa definisi moralitas yaitu suatu keyakinan tentang benar salah, baik dan
buruk sesuai dengan kesepakatan sosial yang mendasari tindakan atau pemikiran.
2.1.7 Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal merupakan serangkaian proses atau prosedur
yang dijalankan untuk memberikan keyakinan untuk mencapai keandalan laporan
keuangan dan kepatuhan terhadap hukum (Adi dkk, 2016). Menurut Laksmi dan
Sujana (2019) sistem pengendalian internal merupakan suatu cara untuk
mengawasi, mengarahkan, serta mengukur sumber daya suatu lembaga atau
organisasi dan berperan penting dalam mencegah dan mendeteksi adanya
kecurangan.

Pengendalian internal dalam PP nomor 60 tahun 2008 vyaitu suatu
pengendalian yang dilakukan pemerintah dalam sektor internal dengan

memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektifitas, efisiensi,
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ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan
penyajian laporan keuangan pemerintah. Pengendalian internal menurut SA (1API,
315:2) dalam Agoes (2017:162) yaitu proses yang dirancang, diimplementasikan,
dan dipelihara oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen,
dan personel lain untuk menyediakan keyakinan memadai tentang pencapaian
tujuan suatu entitas yang berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, efisiensi
dan efektifitas operasi, serta kepatuhan terhadap perundang-undangan.

Menurut Mulyadi (2005:129) sistem pengendalian internal merupakan suatu
pengendalian internal yang terdiri atas struktur organisasi, kebijakan dan prosedur
serta ukuran-ukuran yang dikoordinasi yang digunakan dalam mencapai tujuan
yaitu menjaga aset organisasi dan menjamin atau menyediakan informasi
keuangan yang andal, mendorong efisiensi, serta menjamin ditaatinya hukum dan
peraturan yang berlaku. Mulyadi (2005:129) menyebutkan tujuan sistem
pengendalian internal sebagai berikut:

a) Menjaga aset organisasi,

b) Menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal,

¢) Mendorong efisiensi,

d) Menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Menurut tujuannya tersebut, sistem pengendalian dibagi menjadi dua yaitu :

1) Sistem pengendalian internal akuntansi (internal accounting control)
Pengendalian ini adalah bagian dari sistem pengendalian internal yang

meliputi struktur organisasi, kebijakan dan prosedur serta ukuran yang saling
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berkoordinasi untuk menjaga aset dan menjamin atau menyediakan informasi
keuangan yang andal.

2) Sistem pengendalian internal administratif (internal administrative control)
Pengendalian ini meliputi struktur organisasi, kebijakan dan prosedur serta
ukuran yang saling berkoordinasi terutama untuk mendorong efisiensi dan
dipatuhinya hukum dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan pengertian dari sistem
pengendalian internal adalah suatu kebijakan atau prosedur yang dilakukan
perusahaan atau organisasi untuk melindungi aset, mengelola informasi secara
akurat, serta memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku.
2.1.8 Whistleblowing System

Whistleblowing erat kaitannya dengan istilah whistleblower. Menurut PP
No.71 Tahun 2000 whistleblower adalah orang yang memberi suatu informasi
kepada penegak hukum atau komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana
korupsi. Agusyani dkk (2016) menyatakan peran whistleblower sangat penting
dalam mengungkap tindakan melawan hukum, tetapi banyak orang yang takut
untuk mengadukan tindak kecurangan (fraud), karena tidak sedikit resiko yang
harus dihadapi, bahkan sulit dihindari dan solusinya mereka memilih diam.
Resiko tersebut antara lain berupa ancaman terlapor pada diri sendiri maupun
keluarganya. Jaminan keamanan dan perlindungan hukum terhadap whistleblower
sebenarnya sudah ada sejak tahun 2006 dengan lahirnya UU 13/2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban. Dengan adanya jaminan keamanan dan
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perlindungan hukum tersebut menjadi motivasi kuat bagi seseorang untuk menjadi

whistleblower.

Sistem pelaporan pelanggaran yang disebut juga whistleblowing system
merupakan sarana bagi whistleblower untuk mengadukan kecurangan ataupun
pelanggaran yang dilakukan individu dalam organisasi (Octaviari, 2015). Sistem
ini bertujuan untuk mengungkapkan sekaligus mencegah suatu tindakan fraud
yang dapat merugikan organisasi. Menurut Widiyarta dkk (2017) whistleblowing
adalah pengungkapan yang dilakukan oleh anggota organisasi (mantan karyawan
atau karyawan) terkait perilaku ilegal, praktik-praktik tidak bermoral atau tidak
sah dibawah kendali pemberi kerja mereka, kepada orang atau pihak lain yang
mampu mempengaruhi tindakan mereka. Menurut Brandon (2013) whistleblowing
merupakan tindakan untuk membocorkan kecurangan yang dilakukan oleh
individu dalam suatu organisasi kepada pihak lain. Brandon (2013) membagi
whistleblowing menjadi dua macam yaitu :

1. Whistleblowing internal yaitu terjadi dalam lingkup lingkup perusahaan atau
organisasi dimana seorang individu membocorkan suatu kecurangan yang
dilakukan individu lainnya kepada atasan atas dasar bahwa tindakan tersebut
merugikan pihak perusahaan atau organisasi.

2. Whistleblowing eksternal yaitu terjadi ketika seorang individu dalam
perusahaan atau organisasi membocorkan kecurangan yang dilakukakan oleh
perusahaan atau organisasi kepada masyarakat atas dasar bahwa tindakan

tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat atau pihak konsumen.
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Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan whistleblowing system

merupakan suatu sistem pelaporan yang digunakan seseorang untuk mengungkap

atau melaporkan adanya suatu kecurangan (fraud) yang terjadi dalam organisasi.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan pencegahan (fraud)

yang menjadi penguat atau sebagai referensi pada penelitian ini, diantaranya

adalah :
Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu
Metode HASIL
NO | PENELITI JUDUL VARIABEL e e PENELITIAN
1 Oguda Effect of Internal |Independen : Analisis [ X1= Berpengaruh
Ndege Control on Fraud [X1= regresi signifikan positif
Joseph, Detection and Pengendalian logistik
Odhiambo  |Prevention in internal multinomin
Albert, Prof District Dependen : al
John Treasuries of Y= Pencegahan
Byaruhanga [Kakamega dan pendeteksian
(2015) County kecurangan di
distrik
perbendaharaan
Negara kakamega
2 Onyefulu  [Effect of Internal |Independen : Analisis [ X1= Berpengaruh
Deborah Control on Fraud [X1= koefisien |negatif
lyinomen, Preventionand  [Pengendalian korelasi
Ofor Teresa |Detection inthe |internal pearson
Nkechi Public Sector in  |Dependen :
(2016) Nigeria Y= Pencegahan
dan pendeteksian
kecurangan di
sektor publik
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Kadek Pengaruh Independen : Analisis [X1= Berpengaruh
Widiyarta, |kompetensi X1= Kompetensi  fegresi  [positif
Nyoman aparatur, budaya @paratur linier X2= Berpengaruh
Trisna organisasi, X2= Budaya berganda positif
Herawati,  whistleblowing  frganisasi X3= Berpengaruh
Anantawikr dan sistem X3= Whistleblowing positif
ama Tungga pengendalian X4= Sistem X4= Berpengaruh
Atmadja internal terhadap [pengendalian interng positif
(2017) pencegahan fraud Dependen :
dalam 'Y= Pencegahan
pengelolaan dana [fraud dalam
desa pengelolaan dana
desa
Kiswanto, |Perception of Independen : Analisis [X1= Berpengaruh
Febri Village Financial X1 = Efektifitas regresi  signifikan negatif
Mustikawati, Managers of pengendalian linier X2= Berpengaruh
Dani Accounting internal berganda pegatif
Puspitasari, [Fraud Tendency [X2= Kesesuaian X3 = Berpengaruh
Henny kompensasi signifikan negatif
Murtini and X3= Kepatuhan X4= Berpengaruh
David Indra aturan akuntansi negatif
Gunawan X4= Budaya etis
(2017) organisasi
Dependen :
Y=Kecenderungan
kecurangan
IAkuntansi
Putu Feny  |Pengaruh Independen : Analisis X1= Berpengaruh
Kharisma  |moralitas, X1= Moralitas regresi  hegatif
Dewi, Gede |integritas,komitme[X2= Integritas linier  [X2= Berpengaruh
Adi n organisasi, dan [X3= Komitmen bergandapositif
Yuniarta, [pengendalian Organisasi, X3 = Berpengaruh
Made Arie |internal X4=Pengendalian positif
Wahyuni kasterhadap Internal Kas X4 = Berpengaruh
(2017) pencegahan Dependen : positif
kecurangan Y = Pencegahan

(fraud) dalam
pelaksanaan
program subsidi
beras bagi
masyarakat
berpendapatan
rendah (Studi pada
desa di kabupaten
buleleng)

kecurangan (fraud)
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Rozmita The effect of Independen : Analisis [X1= Berpengaruh
Dewi internal control  [X1=Pengendalian [egresi  [positif
Yuniarti and anti-fraud internal berganda [X2= Berpengaruh
(2017) awareness on X2= Kesadaraan positif
fraud prevention @anti-kecurangan
(A survey on inter-Dependen :
governmental Y= Pencegahan
organizations) kecurangan (survei
pada organisasi
pemerintahan)
Dwi Rahayu, Pencegahan Independen : Regresi (X1 = Berpengaruh
Anim Fraud Dalam X1= Kompetensi [linier positif
Rahmawati, [Pengelolaan aparatur berganda [X2= Berpengaruh
Devi Keuangan Desa  [pemerintah desa, positif
Nurulitasari X2= Sistem
(2018) pengendalian
internal
Dependen :
Y= Pencegahan
fraud pengelolaan
keuangan desa
Laila Nur  Pengaruh Independen : Analisis [X1= Berpengaruh
Rahimah, |Penyajian LaporanX1= Penyajian regresi  phegatif
Yetty Murni, Keuangan Desa, [laporan keuangan |linier X2= Berpengaruh
Shanti Lingkungan desa berganda positif
Lysandra  |Pengendalian Dan [X2= Lingkungan X3= Berpengaruh
(2018) Moralitas Individu[Pengendalian positif
Terhadap X3= Moralitas
Pencegahan Fraud|Individu
Yang Terjadi Dependen :
Dalam 'Y= Pencegahan
Pengelolaan fraud yang terjadi
Alokasi Dana dalam pengelolaan
Desa alokasi dana desa
Santy The Effect Of Independen : Uji X 1= Berpengaruh
Setiawan Internal Control [X1= Pengendalian |JANOVA |negatif
(2018) And Individual internal dua arah [X2= Berpengaruh
Morality On The [X2= Moralitas positif
Tendency Of individu
Accounting Dependen :
Fraud 'Y=kecenderungan
kecurangan
akuntansi
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10 | Komang Adi Praktek Independen : Analisis  [X1= Berpengaruh
Kurniawan |Akuntabilitas X1=Akuntabilitas [regresi positif
Saputra, PutuDan Kompetensi  [X2=Kompetensi [linier X2= Berpengaruh
Dian Sumber Daya sumber daya berganda |positif
Pradnyanitas [Manusia Untuk  |manusia
ari, Ni Made Pencegahan Dependen :
Intan Fraud Dalam Y= Pencegahan
Priliandani [Pengelolaan fraud dalam
dan | Gst. B. |Dana Desa pengelolaan dana
Ngr. P. Putra desa
(2019)
11 | Putu Santi  |Pengaruh Independen: Analisis | X1= Berpengaruh
Putri Kompetensi X1= Kompetensi |[regresi positif
Laksmi, I  SDM, Moralitas, SDM linier X2 = Berpengaruh
Ketut Dan Sistem X2= Moralitas berganda |positif
Sujana Pengendalian X3= Sistem X3 = Berpengaruh
(2019) Internal Terhadap Pengendalian positif
Pencegahan Internal
Fraud Dalam Dependen :
Pengelolaan Y= Pencegahan
Keuangan Desa  |Fraud Dalam
Pengelolaan
Keuangan Desa

Sumber : Berbagai jurnal penelitian sebelumnya, diolah peneliti (2019)

2.3. Kerangka Pem

ikiran Teoritis

Kerangka pemikiran merupakan suatu rancangan pemikiran penelitian

untuk memilih teori yang akan dijadikan pondasi utama dalam penelitian.
Kerangka teoritis dalam penelitian ini secara logis akan menjelaskan mengenai
hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (YY), dalam
penelitian ini variabel independen terdiri dari kompetensi sumber daya manusia
(X1), moralitas (X5), Sistem Pengendalian Internal (X3) dan whistleblowing system
(X4), sedangkan variabel dependen yaitu pencegahan fraud dalam pengelolaan
keuangan desa (Y).

Dalam penelitian ini digunakan teori agensi untuk menguji secara empiris

pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Pada sektor pemerintahan,
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yang dimaksud dengan agen yaitu pemerintah sedangkan masyarakat adalah
prinsipal. Masalah keagenan yang timbul dimana individu cenderung
memaksimalkan kepentingan pribadinya dan adanya asimetri informasi menjadi
penyebab utama terjadinya fraud yang dapat merugikan pihak prinsipal, untuk itu
suatu pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa perlu dilakukan.
Berbagai penelitian mengenai teori agensi untuk pencegahan fraud yang
menggunakan variabel kompetensi sumber daya manusia, moralitas, sistem
pengendalian internal, dan whistleblowing system sudah dilakukan.

Hasil penelitian dari Saputra dkk (2017) menyatakan bahwa kompetensi
sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam
pengelolan dana desa. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Laksmi
dan Sujana (2019) yang menyatakan bahwa variabel kompetensi sumber daya
manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan
keuangan desa. Hasil ini mengartikan bahwa semakin sumber daya manusia
berkompeten maka semakin mencegah terjadinya fraud.

Hasil penelitian Rahimah dkk (2018) menyatakan moralitas berpengaruh
terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan alokasi dana desa. Hasil penelitian
mengenai moralitas ini sejalan dengan hasil penelitian dari Laksmi dan Sujana
(2019) yang menyatakan bahwa variabel moralitas berpengaruh positif terhadap
pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil ini mengartikan bahwa
semakin tinggi moralitas yang dimiliki seorang individu maka akan semakin

mencegah terjadinya fraud.

28



Hasil penelitian dari Atmadja dan Saputra (2017) menyatakan bahwa
sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud
dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil ini sejalan dengan penelitian dari Laksmi
dan Sujana (2019) yang menyatakan bahwa variabel sistem pengendalian internal
berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa.
Hasil ini mengartikan bahwa semakin kuat sistem pengendalian internal yang
diterapkan dalam mengelola keuangan desa maka akan semakin mencegah
terjadinya fraud.

Hasil penelitian dari Agusyani dkk (2016) menyatakan bahwa variabel
whistleblowing system berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud. Hasil ini
sejalan dengan hasil penelitian dari Widiyarta dkk (2017) yang menyatakan
bahwa whistleblowing berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam
pengelolaan dana desa, hasil ini mengartikan bahwa semakin besar tingkat
penerapan whistleblowing system maka akan semakin mencegah terjadinya fraud.

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran teoritis yang buat

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
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Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis

Kompetensi Sumber
daya Manusia (X1)
Moralitas (X2) Pencegahan Fraud
dalam Pengelolaan
Keuangan Desa (Y)
Sistem Pengendalian

Internal (X3)

Whistleblowing System
(X4)

Sumber : Laksmi dan Sujana (2019) yang dimodifikasi peneliti.
2.4 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu yang relevan, dan
kerangka pemikiran maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai
berikut :

2.4.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pencegahan
Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

Kompetensi sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam pengelolaan
keuangan desa. Kurangnya kompetensi dalam menerapkan logika akuntansi desa
akan menyebabkan kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa yang berujung
pada suatu tindakan fraud. Aparat desa yang telah memiliki kompetensi di bidang

pengelolaan keuangan akan paham pula mengenai pencegahan fraud. Semakin
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kompeten sumber daya manusia maka akan semakin mencegah timbulnya fraud
dalam pengelolaan keuangan desa.

Sesuai dengan teori agensi yang dikemukakan Jensen dan Meckling
(1976) didalam mengelola keuangan desa terdapat hubungan antara pemerintah
desa (agen) dan prinsipal (masyarakat). Pemerintah desa dapat melakukan
pengelolaan keuangan desa dengan baik sesuai amanah dari masyarakat apabila
berkompeten dibidangnya yang berarti pemerintah desa memahami tugas pokok,
perencanaan dan penganggaran keuangan desa serta mampu menyusun laporan
keuangan desa sesuai standar pengelolaan keuangan yang sudah di tetapkan,
sehingga kesalahan yang dapat menimbulkan adanya suatu fraud dalam mengelola
keuangan desa dapat dicegah dan tujuan keuangan desa yang diperuntukkan desa
dapat digunakan untuk pembangunan desa sesuai amanah masyarakat.

Dalam penelitian Widiyarta dkk (2017), Saputra dkk (2017), Laksmi dan
Sujana (2019), menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh
positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa, hal ini
berarti semakin sumber daya manusia berkompeten maka akan semakin mencegah
terjadinya fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan uraian diatas,
hipotesis pertama yang diajukan adalah :

Hi: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap

pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa.

31



2.4.2 Pengaruh Moralitas Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan
Keuangan Desa.

Moralitas yang baik dalam pengelolaan keuangan desa sangat dibutuhkan
karena moralitas yang baik dari pemerintah desa akan mencerminkan perilaku
yang baik. Dengan adanya moralitas maka dapat membedakan mana yang baik
dan mana yang buruk. Apabila aparat pemerintah desa memiliki moralitas ini
maka penggunaan dan pengelolaaan keuangan desa akan berjalan dengan baik
sesuai dengan kebutuhan yang diprioritaskan. Tanpa moralitas dalam melakukan
pengelolaan keuangan desa dapat menyebabkan terjadinya fraud. Semakin tinggi
moralitas yang dimiliki aparat pemerintah desa maka akan semakin mencegah
timbulnya fraud dalam pengelolaan keuangan desa.

Sesuai dengan teori agensi dalam pengelolaan keuangan desa terdapat
hubungan antara pemerintah desa (agen) dan masyarakat (prinsipal). Pengelolaan
dan penggunaan keuangan desa akan berjalan dengan baik sesuai amanah dari
masyarakat apabila pemerintah desa memiliki moralitas yang baik, dengan moral
yang baik maka pemerintah desa akan memprioritaskan apa yang menjadi
kebutuhan dalam hal ini berarti pemerintah desa akan berpikir dan bertindak
sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu dengan mementingkan kepentingan
dan kebutuhan masyarakat bukan bertindak sendiri tanpa mengikuti aturan untuk
kepentingan pribadinya, sehingga dengan moral yang baik tindakan kecurangan
yang dapat merugikan masyarakat dapat dicegah.

Dalam hasil penelitian Rahimah dkk (2018) menyatakan bahwa moralitas

berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaaan dana desa,
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penelitian tersebut didukung dengan penelitian dari Laksmi dan Sujana (2019)
yang menyatakan bahwa moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan
fraud dalam pengelolaan keuangan desa, hal ini berarti bahwa semakin tinggi
moralitas yang dimiliki aparat pemerintah desa maka akan semakin mencegah
terjadinya fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan uraian diatas
hipotesis kedua yang diajukan adalah :

H2: Moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam
pengelolaan keuangan desa.

2.4.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud
Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

Adanya sistem pengendalian internal yang kuat maka penyelenggaraan
pengelolaan keuangan desa dapat terorganisir dengan baik. Dalam pengelolaan
keuangan desa, dimana sistem pengendalian internal yang kuat itu didukung oleh
lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan
komunikasi, serta pemantauan pengendalian internal akan dapat meminimalisir
dan mencegah terjadinya tindakan fraud dalam pengelolaan keuangan desa.
Semakin kuat sistem pengendalian internal yang diterapkan maka akan semakin
mencegah timbulnya fraud dalam pengelolaan keuangan desa.

Dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan teori agensi yang
dikemukakan Jensen dan Meckling (1976) terdapat hubungan antara prinsipal
(masyarakat) dan agen (pemerintah) dimana pemerintah harus bertanggungjawab
untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa dengan baik dan melaporkan

pertanggungjawabannya kepada masyarakat. Untuk melaksanakan tanggung
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jawab dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa maka dibutuhkan
sistem pengendalian internal. Dengan sistem tersebut proses pengelolaan
keuangan desa dapat diarahkan, diawasi dan dapat dideteksi apabila terdapat
penyelewengan, sehingga akan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa
pengelolaan keuangan desa tersebut telah tercapai tujuannya secara efektif dan
efisien serta menghasilkan laporan keuangan yang handal sesuai aturan yang
berlaku.

Dari hasil penelitian Widiyarta dkk (2017), Atmadja dan Saputra (2017)
menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap
pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian tersebut
didukung oleh hasil penelitian Laksmi dan Sujana (2019) yang menyatakan bahwa
sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud
dalam pengelolaan keuangan desa, hal ini berarti semakin kuat sistem
pengendalian internal yang diterapkan maka akan semakin mencegah terjadinya
fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan uraian diatas hipotesis
ketiga yang diajukan adalah:

H3: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan
fraud dalam pengelolaan keuangan desa.

2.4.4 Pengaruh Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Dalam
Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam pengelolaan keuangan desa, whistleblowing system menjadi sistem
pelaporan fraud yang sangat efektif. Whistleblowing system ini digunakan

seseorang untuk melaporkan dan mengungkapkan terjadinya fraud dalam
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mengelola keuangan desa. Jadi, dengan diselenggarakannya sistem ini maka
seorang aparat pemerintah desa akan merasa enggan untuk melakukan tindakan
fraud, karena takut untuk dilaporkan. Semakin tinggi tingkat penerapan
whistleblowing system maka akan semakin mencegah timbulnya fraud dalam
pengelolaan keuangan desa.

Dalam teori agensi dikenal masalah keagenan vyaitu individu yang
cenderung mementingkan kepentingan pribadinya. Oleh karena itu teori agensi
menjadi solusi untuk masalah keagenan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu
agar tujuan keuangan desa dapat digunakan sesuai kebutuhan masyarakat maka
dibutuhkan suatu sistem untuk mencegah adanya keinginan pribadi pemerintah
desa yang berujung pada tindakan kecurangan. Sistem ini disebut whistleblowing
system. Dengan adanya sistem ini akan membuat antar aparat pemerintah desa
maupun aparat pemerintah desa dengan masyarakat menjadi saling mengawasi
sehingga merasa enggan melakukan kecurangan karena takut untuk dilaporkan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Libramawan (2014), Naomi (2015),
Agusyani dkk (2016), Widiyarta dkk (2017) menunjukan bahwa whistleblowing
system berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud, hal ini berarti semakin
tinggi penerapan whistleblowing system maka akan semakin mencegah terjadinya
fraud. Berdasarkan uraian diatas hipotesis keempat yang diajukan adalah :

H4: Whistleblowing system berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud

dalam pengelolaan keuangan desa.
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